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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Corona Viruse Desease (Covid - 19) ialah sekumpulan virus yang dapat 

menyerang saluran napas manusia. Pada beberapa kasus, virus ini dapat 

menginfeksi saluran pernapasan yang serius, seperti radang paru-paru 

(pneumonia), yang biasanya lebih mematikan dan menyerang manusia umur 

45 hingga 59 tahun atau pada pasien dg penderita tertentu. Menyebarnya 

Covid--19 mulai Bulan November 2019 di Wuhan, China kemudian meningkat 

secara drastis hingga tersebar ke penjuru dunia. WHO mengungkapkan 

bahwasannya Covid--19 selaku bencana global dan menyebabkan bermacam-

macam masalah baru di bermacam-macam bidang di Indonesia bahkan dunia.1 

seperti masalah kesehatan serta krisis multidimensi.  

 

Penyebaran bencana Covid--19 sudah meningkatkan korban dan 

meruginya harta benda masyarakat, menambah luas wilayah yang terkena 

dampak dan memengaruhi bidang ekonomi dan sosial yang luas di Indonesia. 

Melalui Kepres RI No. 12 Tahun 2020, Presiden menyatakan bencana Covid--

19 mengenai penamaan bencana tak alami akibat Covid--19 selaku bahaya 

alam.2  

 
1 Wardatul.Fitri.Juni. 2020. Implikasi.Yuridis.Penetapan.Status.Bencana.Nasional. Bencana. 

Corona. Virus. Disease. 2019. (COVID--19) Terhadap. Perbuatan. Hokum Keperdataan. Supremasi 

Hokum. Vol.9, No.1. 
2 Taufik.,Eka.Avianti.Ayuningtyas.,2020. Dampak. Bencana. Covid--19 Terhadap. 

Perdagangan dan. Eksistensi. Platform. Online., Jurnal. Pengembangan. Wiraswasta., Vol. 20. No. 

1. hlm. 21. 
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Pemerintah Indonesia mendorong warga agar meminimalisir kegiatan 

yang melibatkan masa dan menghimbau warga agar melaksanakan semua 

aktifitas dari rumah, misalnya bekerja, belajar dan beribadah di rumah. 

International Monetary Fund (IMF) secara teas menyatakan bahwasannya 

bencana Covid--19 telah mengakibatkan krisis keuangan serta ekonomi global 

menurunkan kemampuan beli warga.3 

Di sisi lain, pelaku usaha merasa Covid--19 menjadi tantangan bagi 

mereka, seperti sektor perbankan dan jasa keuangan. Pada dasarnya bank ialah 

entitas komersial yang menghubungkan beberapa piahk dg mengumpulkan 

dana dan menyalurkan dana pada warga, baik di segmen korporasi, UKM 

ataupun mikro. Perlambatan ekonomi karena Covid--19 secara tak langsung 

memberi efek terhadap dunia perbankan, terlebih bagi kreditur dg debitor saat 

memberikan hak pada piahk bank.4 

Dengan demikian, debitor dapat memanfaatkannya selaku renegosiasi 

rencana restrukturisasi bank. Pada renegosiasi, dikembangkan beberapa opsi 

atau rencana restrukturisasi yang baik untuk diikuti atau diterapkan kepada 

debitor. Jika mencermati situasi penyebaran virus Covid--19 yang begitu 

meluas hingga menyebabkan perjanjian 

si di beberapa industri, maka situasi tersebut bisa dibuat dasar yang kuat 

bahwasannya gagal bayar kredit bukanlah karena niat buruk debitor, namun 

 
3 Bidari, Simangunsong & Siska. 2020. Sektor Perbankan di Covid--19. Jurnal Pro Hokum: 

Jurnal Penelitian Bidang Hokum Universitas Gresik. Vol.1 No.9. hlm. 5. 
4 Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. 2020. Dampak Bencana Covid--19 Terhadap Manajemen 

Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol.1 No.10. 

hlm.2. 
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terdapat pengaruh dari luar yang membuat debitor tak mampu  menjalankan 

kewajiban nya. 

Situasi krisis Covid saat ini meningkatkan risiko gagal bayar pinjaman. 

Risiko gagal bayar pinjaman muncul karena penyebaran bencana Covid--19 

telah mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran pinjamannya. Oleh karena itu, krusial bagi bank untuk 

menerapkan manajemen risiko dan mengambil langkah-langkah untuk 

meminimalkan potensi kerugian. 

Area yang terkena dampak COVID--19 meliputi transportasi, 

pariwisata, ritel, dan perhotelan. Kebijakan sosial menutup tempat wisata 

membuat pedagang grosir, penjual baju, souvenir dan lain-lain tak bisa 

melakukan usahanya. Kebijakan pembelajaran dari rumah melalui media 

online berdampak langsung pada penutupan usaha seperti kos, fotocopy, 

kantin, dan seterusnya. Pembatasan/penutupan akses transportasi 

mempengaruhi kegiatan perjalanan dan pariwisata serta perdagangan 

kendaraan. Efisiensi industri perhotelan mengalami penurunan, sehingga 

terdapat karyawan yang mengalami masa kerja jangka pendek. Debitor yang 

punya perdagangan ekspor dan impor dg negara yang terkena Covid--19).5  

Lewat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK.) pemerintah 

menginstruksikan bank agar melaksanakan inventarisasi debitor yang kena 

pengaruh Covid--19 juga melaksanakan follow up pelaksanaan kebijakan 

 
5 Eva Puji Astuti, Dunyati Ilmiah. 2022. Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid--19 

pada Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah. Jurnal Perbankan Syariah. Vol. 3. No. 2. hlm. 118. 
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stimulus dg meluncurkan peraturan OJK. Nomor 11/ POJK.. 03/ 2020 

mengenai stimulus perekonomian nasional selaku kebijakan countercyclical 

pengaruh tersebarnya Covid--19 serta sekarang telah dibuat perubahan 

kemudian menjadi peraturan OJK. Nomor. 17/ POJK..03/ 2021 menyediakan 

perlakuan tertentu ataupun stimulus pada debitor yang merasa sulit pada 

pemenuhan kewajiban nya karena terkena Covid--19.’ 

Debitor berhak meminta restrukturisasi kredit jika debitor merasa sulit 

pada pememenuhan kewajiban membayar hkredit. Tetapi, banyak permintaan 

restrukturisasi kredit dari debitor nakal yang mengaku terkena efek wabah 

Covid--19, meski kenyataanya bisa memenuhi kewajiban nya. Keberhasilan 

perjanjian reorganisasi tergantung pada niat dan keinginan para piahk, yakni 

kreditur dan debitor terkait penyelesaian kredit bermasalah.6 

Menurut siaran pers OJK. SP 33/DHMS/OJK./IV/2021 mengenai 

Perkembangan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan, sebanyak 65 Bank Umum 

Konvensional/Syariah telah melakukan implementasi kebijakan 

restrukturisasi, sebanyak 561.950 debitor sudah sukses direstrukturisasi dg 

total nilai restrukturisasi sebanyak Rp113,8 T serta sebesar 522.728 merupakan 

debitor UMKM dg jumlah nilai restrukturisasi untuk debitor UMKM sebesar 

Rp60,9T.7 

Pada restrukturisasi, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian 

pada menerapkan manajemen risiko yang ketat dan efektif. Tujuan dari hal 

 
6 Esther Masri, Sri Wahyuni. 2022. Restrukturisasi Kredit Perbankan Selaku Upaya 

Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Bencana Covid--19. Jurnal Krtha Bhayangkara. 

Vol.16. No.2. hlm. 260. 
7  Siaran Pers OJK. SP 33/DHMS/OJK./IV/2021 tentang Perkembangan Restrukturisasi  
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tersebut agar menghindari risiko penyalahgunaan aturan (moral hazard) yang 

bisa disalahgunakan oleh debitor yang tak bertanggung jawab, dg kebijakan 

restrukturisasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dilakukan 

penelitian selaku tesis dg judul “RESTRUKTURISASI KREDIT 

TERHADAP DEBITOR UMKM PADA KEGIATAN PERBANKAN 

PASCA BENCANA COVID--19”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini yakni : 

1. Apa urgensinya dilakukan restrukturisasi utang untuk debitor UMKM 

yang terkena Bencana Covid--19? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hokum pemerintah bagi debitor pada 

kegiatan perbankan yang terkena Bencana Covid--19? 

3. Bagaimana akibat hokum terhadap debitor UMKM dg terjadinya 

restrukturisasi kredit pasca Bencana Covid--19? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis urgensinya dilakukan restrukturisasi utang untuk 

debitor UMKM yang terkena Bencana Covid--19. 
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b. Untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hokum 

pemerintah bagi debitor UMKM pada kegiatan perbankan yang 

terkena Bencana Covid--19. 

c. Untuk menganalisis akibat hokum terhadap nasabah dg terjadinya 

restrukturisasi kredit pasca Bencana Covid--19. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian pada penulisan 

tesis ini adalah selaku berikut : 

1) Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang 

hokum khususnya hokum perdata terkait bentuk perlindungan hokum 

bagi debitor pada kegiatan perbankan yang terkena Bencana Covid--

19. Penelitian ini pun harapannya bisa digunakan selaku bahan bacaan, 

sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan baru 

mengenai bentuk perlindungan hokum bagi debitor pada kegiatan 

perbankan pasca Bencana Covid--19 dan akibat hokum bagi nasabah 

jika kredit tak dapat diselamatkan melalui upaya restrukturisasi kredit. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat 

diperoleh piahk-piahk yang berkepentingan, diantaranya adalah : 

a. Bagi bank, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi piahk bank 

yang berwenang pada mengambil kebijakan mengenai 
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restrukturisasi yang dapat mempengaruhi likuiditas bank yakni 

CAR (Capital Adequacy Ratio). 

b. Bagi debitor, penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk 

mengetahui langkah-langkah yang dilakukan bank pada rangka 

penyelamatan kredit debitor. 

 

D. Kerangka Teoritik dan Konseptual 

Pada dasarnya, di pada suatu penelitian ilmu hokum teori dapat 

diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. 

Adapun teori-teori yang digunakan pada menjawab permasalahan hokum yang 

ada sesuai dg rumusan masalah diatas adalah selaku berikut: 

1. Grand Theory (Teori Kemanfaatan Hokum) 

Grand Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah teori 

kemanfaatan hokum. Aliran Utilitarianisme atau kemanfaatan hokum 

memiliki paradigma jika tujuan hokum yakni memberikan kemanfaatan 

untuk sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini dimaknai dg 

kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-

taknya sebuah hokum tergantung apakah hokum itu membawa 

kebahagiaan untuk manusia atau tak. Oleh karena itu baerarti jika setiap 

penyusunan produk hokum (peraturan perundang - undangan) idealnya 

selalu memprioritaskan tujuan hokum yakni guna memberikan 

kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Pandangan 

utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang 

menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang 
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berguna, memberikan faedah (manfaat) dan menguntungkan, sedangkan 

tindakan-tindakan yang tak baik adalah yang memberikan penderitaan dan 

kerugian.8  

Utilitarianisme adalah suatu aliran di pada filsafat hokum. aliran 

ini selaku suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan selaku tujuan 

utama hokum. kemanfaataan disini diartikan selaku kebahagiaan. Jadi, 

baik buruk atau kebahagiaan dan kesusahan menggantungkan gagasan-

gagasan seperti keadilan dan ketakadilannya suatu hokum, bergantung 

kepada apakah hokum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau 

tak. Kebahagiaan disini selayaknya dirasakan oleh setiap individu, jika tak 

mungkin tercapai maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh 

sebanyak mungkin individu pada masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, 

dg memegang prinsip utilitarianisme, manusia akan melakukan tindakan 

untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi 

penderitaan. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah 

perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tak. Demikian pun dg 

perundang - undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut 

di atas. Jadi, hokum yang banyaj memberikan manfaat dan kebahagiaan 

pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai selaku hokum yang baik.9  

Nilai Utilitarian bisa dijalankan pada banyak hal, selaku etika, 

kebijakan publik, selaku mahkluk ekonomi (Humman Economic) dan 

 
8 Endang Pratiwi. 2022. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hokum atau Metode 

Pengujian Produk Hokum. Jurnal Konstitusi. Vol. 19. No. 2. hlm. 270. 
9 Helmanida. 2011. Utilitarianisme pada Filsafat Hokum. Jurnal Hokum Simbur Cahaya 

Universitas Sriwijaya. hlm. 2551.  
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makhluk sosial. Utilitarian selaku nilai yang memprioritaskan terhadap 

nilai kebermanfaatan besar bisa jadi prinsip pada tindakan manusia selaku 

masyarakat. Bila manusia menjalankan perbuatan yang memberi manfaat 

fungsional atau kegunaan maka manusia itu mempertimbangkan manfaat 

utilitariannya. Nilai utilitarian mengedepankan mengenai objektivitas serta 

wujud nyata sebuah perilaku yang dijalankan manusia. Manusia akan 

merasa puas jika sudah melakukan perilaku yang sesuai kebutuhan 

masyarakat. Hal ini sesuai dg konsep dari perilaku prososial yang 

menunjukkan perilaku yang memperhatikan kepentingan sosial.10  

2. Middle Range Theory (Teori Perlindungan Hokum) 

Middle Range Theory yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teori perlindungan hokum. Munculnya teori perlindungan hokum ini 

bersumber dari teori hokum alam atau aliran hokum alam. Menurut aliran 

hokum alam menyebutkan bahwa hokum itu bersumber dari Tuhan yang 

sifatnya universal serta abadi, dan antara hokum serta moral dilarang 

dipisahkan. Para penganut aliran ini melihat jika hokum dan moral 

merupakan gambaran dan aturan secara internal serta eksternal dari 

kehidupan manusia yang dijalankan melalui hokum dan moral.11 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hokum ialah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

serta perlindungan tersebut di berikan untuk masyarakat supaya bisa 

 
10 Hestu Widiyastono. 2021. Utilitarianisme pada Praktik Kehidupan. Jurnal Staiattanwir. Vol. 

1. No. 2. hlm. 18. 
11 Satjipto Raharjo. 2010. Ilmu Hokum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53. 
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menikmati semuruh hak-hak yang diatur oleh hokum. Hokum bisa dipakai 

guna mewujudkan perlindungan yang sifatnya tak hanya adaptif dan 

fleksibel, tetai juga prediktif dan antisipatif. Hokum diperlukan bagi 

mereka yang lemah serta belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik 

guna mendapat keadilan sosial.12  

Perlindungan hokum ialah sebuah hal untuk melindungi subyek-

subyek hokum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dg suatu sanksi. Perlindungan hokum dapat 

dibedakan menjadi 2 yaitu :  

1) Perlindungan Hokum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dg tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada 

peraturan perundang - undangan dg maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau balasan-balasan 

pada melakukan suatu kewajiban.  

2) Perlindungan Hokum Represif 

Perlindungan hokum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara dan hokuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

 

 

 
12 Ibid., hlm. 54. 
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3. Applied Theory (Teori Forcemajeure) 

Applied Theory yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah 

Teori Forcemajeure. Posisi forcemajeure (keadaan memaksa) ada pada 

hokum perjanjian. Hokum perjanjian ialah sebagian dari hokum perdata 

yang mengedepankan pada kewajiban untuk melakukan kewajiban sendiri. 

M. Muharom mengatakan jika hokum perjanjian ialah unsur dari hokum 

perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur di 

kesepakatan, murni menjadi urusan piahk-piahk yang bersepakat.13 

Menurut perkataan V.Brakel, forcemajeure berpengaruh terhadap 

kewajiban prestasi piahk debitor bisa menjadi hilang dan konsekuensi lebih 

dari adanya keadaan memaksa.14 

Forcemajeure ialah suatu penyebab guna membebaskan debitor dari 

kewajiban nya untuk membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi, 

dikarenakan oleh hal yang berada di luar kehendak debitor. Ada tiga hal 

yang menyebabkan debitor tak dapat melakukan penggantian biaya, rugi, 

dan bunga yaitu adanya suatu hal yang terjadi sebelumnya secara kebetulan 

dan menyebabkan timbulnya suatu keadaan memaksa.15 

Forcemajeure diatur pada KUHPer, Pasal 1244 Kuh perdata : “Jika 

ada alasan untuk itu, si berkredit harus dihokum mengganti biaya, rugi, dan 

bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tak atau tak pada 

 
13 M. Muharom. 2014. Asas-Asas Hokum Perjanjian: Suatu Landasan Pada Pembuatan 

Perjanjian. Jurnal Suhuf. Vol. 26, No.1.  
14  J. Satrio. 1999. Hokum Perikatan pada Umumnya. Bandung: Alumni. hlm 24. 
15 Salim. HS. 2014. Hokum Perjanjian : Teori dan Teknik Penyusunan Perjanjian. Jakarta: 

Sinar Grafika. hlm. 101. 
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waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, dikarenakan suatu hal 

yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, 

kesemuanya itu pun jika itikad buruk taklah ada pada piahknya.” 

Pasal 1245 Kuh perdata : “Taklah biaya rugi dan bunga, harus 

digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian 

tak disengaja si berkredit berhalangan memberikan atau berbuat suatu yang 

diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan 

yang terlarang.” 

Forcemajeure yaitu keadaan memaksa merupakan pembebasan 

debitor untuk menunjukan bahwa tak terlaksananya apa yang dijanjikan di 

karenakan oleh hal yang sama sekali tak dapat di duga dan dimana ia tak 

bisa berbuat apa-apa kepada kondisi atau kejadian yang muncul diluar 

perkiraan. Forcemajeure merupakan suatu alasan untuk membebaskan 

debitor dari tugas melunasi ganti rugi atas dasar wanprestasi yang 

dikemukakan oleh piahk kreditur.16 

a. Keadaaan memaksa yang bersifat mutlak (absolute), yaitu jika para 

piahk tak mungkin menjalankan hak serta kewajiban nya; 

b. Keadaan memaksa yang bersifat tak mutlak (relative), yaitu jika para 

piahk masih dimungkinkan guna menjalankan hak dan kewajiban nya. 

Risiko yang dikarenakan daripada keadaan memaksa bisa diperjanjikan 

oleh para piahk. 

 

 
16 Agri Chairunisa Isradjuningtias. 2015. Forcemajeure (Overmacht) Pada Hokum Perjanjian. 

(Perjanjian). Indonesia. Journal. Unpar. Vol.14. No. 1. 
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E. Definisi Operasional 

1. Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID--19) 

Berdasarkan  situs WHO, Coronavirus Disease 2019 (COVID--19) 

ialah penyakit jenis baru yang dulunya belum teridentifikasi oleh manusia. 

Masa inkubasi biasanya ykani 5 hingga 6 hari dg masa intubasi demam, 

batuk, dan sesak nafas. Di kasus yang parah, Covid--19 bisa 

mengakibatkan pneumonia, syndrom pernafasan akut, gagal ginjal, sampai 

mati.17 Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan 

mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS).  

Pada Peraturan Menteri Pada Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 Di Lingkungan 

Pemerintah, virus Corona ialah suatu Bencana global yang memerlukan 

penanganan secepatnya.18 

 

2. Perjanjian Kredit 

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan jika kredit memiliki arti 

diantaranya selaku dasar dari setiap perikatan (verbintennisen), dimana 

seorang punya hak meminta suatu dari orang lain. Kemudian selaku 

jaminan, di mana seorang memberikan suatu terhadap orang lain dg 

 
17 Ririn Noviyanti Putri. 2020. Indonesia Pada Menghadapi Bencana Covid--19. Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol.20. No.2. hlm 705. 
18 Muhammad Yasin. Penyebaran Covid--19 Ditetapkan Selaku Bencana Nasional. Diunduh 

dari www.hokumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-Covid--19-ditetapkan-

selaku-bencana-nasional/. 
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maksud guna mendapat kembali apa yang diberikan itu. Kemudian Tomas 

Suyatno menjelaskan jika kredit yakni memberikan dg ikhlas beberapa 

dana guna dipakai dg bebas oleh yang menerima kredit. Penerima kredit 

berhak memanfaatkan pinjaman tersebut untuk keuntungannya dg 

kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman tersebut di kemudian hari. 

Sultan Remi Syahdeini mendefinisikan perjanjian kredit perbankan selaku 

perjanjian bank selaku kreditor dg nasabah selaku debitor tentang 

penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dg itu yang 

mewajibkan nasabah debitor guna melunasi kreditnya pasca tempo waktu 

tetentu dg jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 19 

Budi Untung menyatakan secara yuridis formal terdapat 2 (dua) 

bentuk perjanjian kredit yang dipakai bank ketika memberikan kreditnya 

terhadap debitor, yakni :20  

1. Kesepakatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan. Artinya 

akta di bawah tangan yakni kesepakatan pemberian kredit oleh bank 

untuk nasabahnya yang dibuat hanya diantara bank serta debitur tanpa 

notaris. Umumnya penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi tak 

terlibat memberikan tanda tangannya karena saksi adalah sebuah  alat 

pembuktian pada kasus perdata dipengadilan.  

2. Perjanjian / pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris 

(akta notaril) akta autentik. Yang diartikan dg akta perjanjian kredit 

 
19 Mariam Darus Badrulzaman. 2008. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: PT. Citra Karya 

Bakti. hlm.38.  
20 H. Budi Untung. 2012. Kredit Perbankan di Indonesia Edisi Kemudian. Yogyakarta: Buku 

Cerdas Investasi. hlm. 31. 
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bank notaril (autentik) yakni perjanjian pemberian kredit oleh bank 

terhadap nasabah nya yang di buat oleh atau dihadapan notaris. 

3. Debitor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berdasarkan Pasal 1 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : 

(1) Usaha Mikro yakni usaha produktif milik orang perorangan dan / atau 

badan usaha perorangan yang sesuai dg ciri Usaha Mikro seperti 

dimaksud pada Undang - undang ini. 

(2) Usaha Kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan adalah 

anak usaha atau bukan anak usaha yang dimiliki, dikuasai, atau jadi 

bagian baik langsung ataupun tak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang sesuai dg ciri Usaha Kecil seperti dimaksud pada 

Undang - undang ini. 

(3) Usaha Menengah yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

adalah anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau jadi 

bagian baik langsung ataupun tak langsung dg Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dg jumlah pendapatan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti 

diatur pada Undang - undang ini. 
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Ciri Usaha Mikro yaitu ialah : 21  

a. Punya pendapatan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Punya hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

Ciri Usaha Kecil yakni:  

a. Punya pendapatan bersih diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) hingga paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Punya hasil penjualan tahunan diatas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) hingga paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

Ciri Usaha Menengah yakni:  

a. Punya pendapatan bersih diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 

rupiah) tak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Punya hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah). 

 

 

 
21 Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati. 2019. UMKM Selaku 

Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan. Vol.4. No.1. hlm. 137. 



 

 

 

 

17 

4. Restrukturisasi Kredit 

Berdasarkan Peraturan BI nomor. 10 /18 / PBI / 2008 mengenai 

Restrukturisasi Kredit Untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

restrukturisasi kredit yakni usaha yang dijalankan bank selaku upaya 

membantu nasabah supaya bisa menyelesaikan kewajiban nya. Sementara 

berdasarkan Peraturan BI No 14 / 15 / PBI / 2012 tentang Penilaian Kualitas 

Aset Bank Umum, restrukturisasi utang yakni langkah perbaikan yang 

dijalankan bank pada aktivitas pembiayaan terhadap debitor yang 

menghadapi kesulitan guna menjalankan kewajiban nya. 

Restrukturisasi kredit yakni sebuah usaha pengembalian kredit 

perbankan dan juga usaha menyehatkan lagi keuangan nasabah peminjam 

termasuk penyehatan aset bank alhasil dg lancarnya kembali pembayaran 

kredit oleh nasabah peminjam maka akan terwujud sebuah penyelamatan 

dan penyehatan di kemudian sisi yakni bank selaku kreditur dari segi 

penyelamatan kredit dan penyehatan aset bank dan dari sisi nasabah 

peminjam penyehatan kembali kelangsungan usahanya sehingga bisa 

berjalan dg baik.22 

 

F. Metoda Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada tesis ini, jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian normatif 

yakni penelitian hokum yang memposisikan hokum selaku suatu bangunan 

 
22 Johannes.Ibrahim. 2010. Aneka.Jenis.Perjanjian.Kredit.Perbankan.Surabaya:Mitra Ilmu. 

hlm. 69 
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sistem norma tentang asas-asas,norma,kaidah dari ketentuan perundang - 

undangan,putusan pengadilan dan doktrin.23 

Jenis penelitian ini dijalankan dg cara meneliti bahan pustaka yang 

memakai objek kajian penulisan berbentuk pustaka-pustaka yang ada, baik 

dari buku-buku,majalah,danperaturan-peraturan yang memiliki 

keterkaitan dg pembahasan masalah, sehingga penulisan ini pun bersifat 

penulisan pustaka (library research).24 

Berdasarkan pendapat seorang ahli, Jhony Ibrahim, jika penelitian 

hokum normatif ialah sebuah prosedur penelitian ilmiah guna 

mendapatkan kebenaran menurut logika keilmuan hokum dari sisi 

normatifnya. Logika keilmuan hokum pada penelitian hokum normatif 

dibangun dg dilandasi pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hokum 

normatif.  

Pendapat ini pun diperkuat oleh Peter Mahmud yang mengatakan 

jika penelitian hokum yakni sebuah proses guna menemukan aturan 

hokum, doktrin-doktrin hokum untuk menjawab isu hokum yang 

dihadapi.25 

 

 

 

 
23 Mukti.Fajar.2017.Dualisme.Penelitian. Hokum. Normatif.dan.Empiris.Yogyakarta: 

Pustaka.Pelajar. hlm. 33. 
24 Soerjono Soekanto, 1988. Penelitian Hokum Normatif, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15. 
25 Peter Mahmud Marzuki. 2012. Penelitian Hokum Edisi Revisi. Jakarta: Pranadamedia. 

hlm. 35. 
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2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang - undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang - undangan (statue approach) dipakai 

karena yang  diteliti yakni berbagai aturan hokum yang jadi konsen 

juga pokok sebuah pengamatan. Statute Approach ialah pendekatan 

yang dilaksanakan dg menelaah seluruh undang - undang serta 

peraturan yang berkaitan terhadap isu hokum yang sedang ditangani.26  

b. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dg membandingkan peraturan hokum 

di suatu negara, namun dg catatan hal yang dibandingkan haruslah 

mengenai hal-hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk 

memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan-peraturan 

hokum tersebut. Pendekatan perbandingan ini adalah jenis pendekatan 

yang mencoba untuk dibandingkan dg negara-negara lain 

danperistiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada satu negara.27 

c. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah jenis 

pendekatan pada penelitian hokum yang menunjukkan sudut pandang 

penyelesaian masalah di penelitian hokum dilihat daripada aspek 

konsep-konsep hokum yang melatar belakanginya, atau juga bisa 

dilihat daripada nilai -nilai yang terkandung di penormaan suatu 

 
26 Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hokum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

hlm. 93. 
27 Irwansyah. 2022. Penelitian Hokum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. 

Yogyakarta: Mira Buana Media. hlm. 144. 
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peraturan hubungan nya terhadap konsep-konsep yang dipakai. 

Banyak jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-

konsep yang berkenaan terhadap penormaan pada sebuah perundang 

- undangan apa sudah sejalan dg roh yang ada di konsep-konsep 

hokum yang melandasinya. Pendekatan ini berawal dari pandangan-

pandangan serta pendapat hokum yang berkembang di pada ilmu 

hokum. Pendekatan ini jadi penting karena pemahaman terhadap 

pandangan/doktrin yang berkembang pada ilmu hokum bisa jadi 

landasan untuk membuat argumentasi hokum ketika menyelesaikan 

isu hokum yang dihadapi. Pandangan / doktrin akan memperjelas ide-

ide dg memberikan pengertian-pengertian hokum, konsep hokum, 

maupun asas hokum yang berkaitan terhadap permasalahan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hokum 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini merupakan bahan-bahan 

hokum yang terbagi atas:  

1) Bahan Hokum Primer, merupakan bahan yang isinya bersifat mengikat 

sebuah dibuat oleh negara.  

1. Undang - Undang : 

a. Kitab Undang - undang Hokum Perdata (Kuh perdata)  

b. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan  

c. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan  
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d. Keppres Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid--19) Selaku Bencana Nasional.  

e. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Rangka Percepatan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid--19).  

f. Peraturan BI Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas 

Aktiva Bank Umum  

g. Peraturan OJK. Republik Indonesia (POJK. RI) Nomor 

11/POJK..03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

Selaku Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona 

Viruse Disease 2019 

h. Peraturan OJK. Republik Indonesia Nomor 7/POJK..04/2021 

tenteang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

2) Bahan Hokum Sekunder, adalah bahan hokum yang bersifat 

menjelaskan atau membahas bahan hokum primer, yang terdiri dari 

buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya 

yang berhubungan dg penelitian ini. 

3) Bahan Hokum Tersier, adalah bahan hokum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder, 

yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-

Indonesia. 
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a. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hokum 

Metoda analisis yang dipakai pada tesis ini merupakan metode 

penelitian bersifat kualitatif dan studi kepustakaan (library research), dg 

menelaah dan mempelajari dg cara mencari sumber-sumber kepustakaan 

yang behuungan terhadap peraturan perundang - undangan, buku atau 

sumber ilmiah dan jurnal serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang 

punya korelasi terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

Pengumpulan data secara deskriptif kualitatif yakni menguraikan data dg 

berkualitas pada struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tak tumpeng 

tindih dan efektif supaya bisa memudahkan interpretasi data dan 

memahami hasil dari analisis.28 

b. Teknik Analisis Bahan-bahan Hokum 

Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini merupakan Teknik 

penelitian deskriptif analitis. Teknik tersebut ialah penelitian yang tertuju 

pada penyelesaian masalah dg menghimpun dan menyusun data yang 

selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan mengenai data tersebut.29 

Teknik penelitian analitis deskriptif ini dipakai guna meneliti peristiwa-

peristiwa yang temgah berlangsung saat ini dg menggambarkan peraturan 

perundang - undangan yang berlaku dihubungan terhadap teori-teori 

 
28  Zed.Mestika.2008.Metode.Penelitian.Kepustakaan,Jakarta: Yayasan.Obor.Indonesia. 

hlm. 4-5. 
29 Abdurrahman.Soejono.2005.Metodologi.Penelitian.Suatu.Pemikiran.dan.Penerapan. 

Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 96. 
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hokum dan praktek pelaksanaan hokum positif yang berkenaan dg 

persoalan.30 

c. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan ialah hasil akhir suatu penelitian yang dibuat menurut 

tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik ialah jawaban dari rumusan atau 

pertanyaan penelitian. Penelitian pada tesis ini menarik kesimpulan secara 

deduktif. Secara deduktif artinya yaitu menarik kesimpulan menggunakan 

cara berfikir yang berlandaskan pada hal umum selanjutnya diambil 

kesimpulan yang bersifat khusus.31 

Penarikan kesimpulan memakai logika berfikir deduktif, yakni 

penalaran (hokum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit 

(persoalan hokum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi 

pada deduksi yakni konkritisasi (hokum), karena temuan-temuan hokum 

berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hokum 

yang dirumuskan secara umum pada aturan-aturan hokum positif, 

selanjutnya dikonkritisasi (dijabarkan) dan dijalankan untuk penyelesaian 

persoalan hokum konkrit yang dihadapi, sehingga didapat kesimpulan 

selaku jawaban dari persoalan hokum yang diajukan sebelumnya.32 

 

 

 
30 Ronny.Haniatjo.Soemitro, 2011. Metode.Penelitian. Hokum dan.Jurumetri, Jakarta : PT 

Ghalia.Indonesia. hlm. 97-98. 
31 Bahder.Johan.Nasution.1986.Metode. Penelitian Ilmu Hokum. Bandung : Mandar Maju. 

hlm.32 
32 Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hokum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 

hlm. 162. 
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